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RINGKASAN 

Pembangunan ialah proses yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui 

peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Melalui 

proyek pembangunan desa yang melibatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah 

pusat berupaya mengatasi masalah pembangunan. Program ini memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendorong otonomi daerah, atau 

pembangunan daerah sesuai dengan kapasitasnya. Peneliti ini menggunakan 

metode peneliti kualitatif. Purposive sampling ialah metode pemilihan sampel 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Kedua data primer dan sekunder 

dikumpulkan. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai 

metode pengumpulan data. melakukan analisis data dengan menggunakan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan 

dalam penelitian ini untuk menilai keabsahan data. Hasil riset berikut 

menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat  secara fisik yang menjadi unsur 

dalam partisipan masyarakat pada pembangunan berupa tenaga, keterampilan, 

gotong royong yang diberikan masyarakat, serta partisipasi non fisik berupa 

masukan terkait dengan pembangunan jalan dan memberikan sedikit makanan. Hal 

ini dibuktikan dengan masyarakat yang ikut andil terhadap pembangunan jalan desa 

seperti gotong royong, bersih-bersih jalan ikut pengerjaan proses pembangunan 

jalan sudah melaksanakan. Partisipan masyarakat pada membangun jalan desa 

gunungsari dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor pendukung dimana 

masyarakat dapat memberikan sumbangsih baik tenaga ataupun yang lainnya. 

Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat ialah tanah warga yang sudah 

bersertifikat sehingga proses pembangunan jalan terlalu lama. 

Kata Kunci: Desa Gunungsari,Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya suatu bangsa berkembang untuk kepentingan rakyatnya, 

tidak terkecuali negara Indonesia. Semua potensi harus digali, dikembangkan, dan 

dimanfaatkan seefektif mungkin untuk memenuhi tujuan pembangunan. 

Pembangunan ialah proses yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui 

peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat 

harus dilibatkan dalam proses pembangunan agar pembangunan desa berhasil dan 

dapat dilaksanakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Hal ini 

berdampak besar pada bagaimana pembangunan desa dilaksanakan. Perencanaan 

pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan masyarakat desa. 

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi dari merencanakan yang 

komprehensif, sistematik dan berkesinambungan. 

Melalui proyek pembangunan desa yang melibatkan keterlibatan 

masyarakat, pemerintah pusat berupaya mengatasi masalah pembangunan. Program 

ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendorong otonomi 

daerah, atau pembangunan daerah sesuai dengan kapasitasnya. Partisipasi dalam 

masyarakat berarti melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan “keterlibatan 

masyarakat” ialah segala bentuk keterlibatan dan partisipasi dalam proses 



pembangunan, termasuk identifikasi masalah, pengkajian kebutuhan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

Dukungan kelompok masyarakat desa berperan besar karena kerjasama 

merupakan modal utama dalam melaksanakan perbaikan desa. Sebuah program 

dapat terlaksana jika daerah setempat dapat terlibat dengan program perbaikan desa, 

baik dalam menyusun, melaksanakan maupun menilai. Dengan people group 

investment, perbaikan dapat berjalan secara nyata dan teratur. Program kemajuan 

Pemerintah Desa yang mencakup daerah setempat selama waktu yang dihabiskan 

untuk melaksanakan program peningkatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 78 tentang desa disebutkan bahwa kemajuan desa berarti mengusahakan 

bantuan pemerintah terhadap jaringan negara dan sifat kehidupan manusia serta 

mengurangi kebutuhan dengan memenuhi kebutuhan pokok, membangun kantor 

dan kerangka desa. Pelaksanaan Peraturan Desa mendukung kerjasama daerah 

dalam hal kemajuan desa. Pekerjaan ini sesuai dengan kesadaran negara bahwa 

daerah setempat memiliki potensi dan berperan penting dalam pembangunan desa. 

Ada dua cara memandang partisipasi, yaitu: pertama, sebagai alat, di mana 

partisipasi digunakan sebagai strategi untuk memajukan masyarakat atau proyek 

pembangunan. Kedua, partisipasi sebagai tujuan itu sendiri, yang dapat 

didefinisikan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman masyarakat untuk menunjukkan tanggung jawab 

yang lebih besar atas prakarsa pembangunan. Tiga tahapan keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan ialah sebagai berikut: pertama, keterlibatan atau partisipasi 

sepanjang proses pemilihan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang 



dilakukan oleh pemerintah. Kedua, partisipasi dalam prakarsa untuk memikul 

beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Ketiga, 

ikut dalam prakarsa untuk memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan 

seimbang. 

Di Antara desa yang ada di Desa Batu ialah Desa Gunungsari. Kondisi jalan 

di desa ini rusak parah, sehingga Pemerintah Desa Batu didorong oleh anggota 

DPRD Desa Batu untuk segera memperbaiki jalan desa sepanjang 3 km yang 

menuju Dusun Brau di Desa Gunungsari. Akibat dari rusaknya jalan desa, ini 

banyak warga sering terjatuh di lokasi jalan tersebut. Jalan yang rusak tersebut 

menjadi akses utama warga dusun. Meskipun sebenarnya anggaran perbaikan jalan 

sudah masuk dalam PAK 2020, namun hingga sekarang tidak pernah diperbaiki 

oleh dinas terkait. (BangsaOnline, 2020) Ditambah pula, jalan menuju Dusun Brau, 

Desa Gunungsari ini kondisinya begitu memprihatinkan karena banyak aspal jalan 

yang sudah mengelupas, tidak berbentuk sehingga membingungkan pengguna 

jalan, terutama pengendara sepeda motor dalam membedakan jalan tanah dan jalan 

yang beraspal (Radarmalang,2021), Selain itu, relatif kecil dan sempitnya jalan 

menuju Desa Gunungsari sehingga mengakibatkan kendaraan besar tidak bisa 

masuk desa. Kondisi jalan desa ialah 60 % cukup baik dan selebihnya 40 % kurang 

baik (Nirwana,2016). Dari permasalahan jalan yang rusak tersebut, tentunya 

membutuhkan perhatian dari Pemerintah Desa Gunungsari untuk pembangunan 

kembali jalan desa. 

Dalam Permendagri No. 114, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri 

Dalam Negeri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Menurut 



Permendagri No. 114, perencanaan pembangunan desa ialah rangkaian tugas yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan peran serta Badan Permusyawaratan 

Desa dalam rangka pemanfaatan dan pendistribusian sumber daya desa dalam 

rangka pencapaian tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, tanggung jawab 

pemerintah desa khususnya ialah membangkitkan dan menyelenggarakan 

keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan agar dukungan masyarakat desa 

selalu diberikan dalam upaya pembangunan. Persoalan pembangunan, mengingat 

mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka diperlukan proses 

pembangunan yang menyeluruh Untuk menghasilkan hasil yang efektif, proses 

pengembangan membutuhkan wawasan dan implementasi. Kunci untuk 

melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan ialah Pemerintah Desa yang 

membawahi Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Pemerintah desa juga harus 

menaruh kepercayaan pada tujuan masyarakat untuk memutuskan atau dipandang 

langsung sebagai penentu proyek yang akan dikembangkan. Manakah yang 

kemudian menekankan pelaksanaan program, pembiayaan, dan pemilihan tempat 

agar kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak pada kehendak masyarakat 

dan untuk mencegah impresi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dimana terdapat 

kegiatan Pembangunan jalan di Desa Gunungsari dan Pemerintah Desa Gunungsari 

wajib menciptakan partisipasi masyarakat dalam membangun jalan Desa, sehingga 

ada ketertarikan untuk mengambil judul “PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA” 

 



1.2.Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang terpaparkan sehingga timbul perumusan 

permasalahan ialah : 

1. Bagaimana partisipan masyarakat pada memproses membangun jalan desa di 

Desa Gunungsari? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Desa 

Gunungsari dalam proses pembangunan jalan desa di Desa Gunungsari? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang harus tercapai ialah: 

1. Untuk mengetahui partisipan masyarakat pada memproses membangun jalan 

desa di Desa Gunungsari. 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

partisipasi masyarakat Desa Gunungsari pada proses membangun jalan desa di  

Desa Gunungsari? 

1.4.Manfaat Penelitian 

Harapan dari peneliti dari riset berikut ialah : 

1. Pada tataran praktis, mampu menawarkan statistik dan informasi terkait 

kepada warga Desa Gunungsari dan pemerintah desa tentang keterlibatan 

masyarakat pada membangun jalan desa. 

2. Secara akademis, guna berikan wawasan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan akan terpentingnya partisipan masyarakat pada memproses 

membangun jalan desa. 
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